QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DALAM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
BISMILLAHBIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang a. bahwa partai politik merupakan salah samu wujud

partisipasi masyarakat yang penting dalam
menyumbangkan kehidupan demokrasi, berbangsa
dan bernegara melalui Pemilihan Umum;

. bahwa partai politik yang mendapatkan kursi i

Lembaga Dewan Perwalilan Rakyat Daerah hasil

emilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 Peraturau Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2005, dipandang perlu
menetapkan Bantean Keuvangan kepada Partai
Politik dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan dalam suatu Qanun tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik dalam Kabupaten
Aceh Barat Daya.

Mengingat ...
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 temtang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyclenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tzhun 1999 Nomor 172, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya,
Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Acch |
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 [
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor e
4179); :

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4251);

5. Undapg-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemiliban Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daeral dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37,
Tambaban Lembaran Negara Nomor 4277);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);,

7. Undang-Undang .......
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7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 1¢ Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2G04
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara ~ Nomor 4400 );

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

* Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor § Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Pemerintashan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomov 108, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4548};

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcmang
Perimbangan Keuangan antara Pemeriutah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 WNomor 62, Tambahan
Lenibaran Negara Nomor 4633);

13, Peraturan. .........
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyclenggaraan Pemerintahan Daerak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

14, Peraturan  Pemerintah Nomor 29 Tabun 2005
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4513);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler den Kenanzan Pimninan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4416) sebagaimana telah diubah dengar. Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomoer 82,
Tambahsn Lembaran Negara Nomor 4737);

19. Peraturan ...............
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemor 89,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

20. Keputusan Presiden Nomor 16 Tabun 1999 tentang
Pembentukan Komisi Pemiliban Umum dan
Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris

Umum Komisi Pemilithan Umum;

21. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun
2002 tentang Pedoman Penguiusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Penadapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keunangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA '

dan

RUPATI ACEH BARAT DAYA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DALAM KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA.




